BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki berbagai
macam suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang majemuk. Penduduk
Indonesia yang beragam mempunyai perbedaan dan wilayah. Hubungan hidup
antar sesama manusia sering terjadi perbedaan ide dan pendapat. Perbedaan
tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang dipertentangkan, melainkan
agar dapat bekerjasama dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Keragaman dan perbedaan akan menjadi pemersatu bangsa, yakni hukum yang
mengikat serta memaksa. Adanya suku, rakyat Indonesia akan memiliki
kesamaan di dalamnya. Sejauh ini negara Indonesia masih konsisten
berpedoman pada Pancasila yang mencerminkan kaidah pokok hidup
berbangsa dan bernegara. Secara umum segala peraturan yang berlaku di
Indonesia berdasarkan ‘Pancasila termasuk 'penyelesaian; masalah dengan

musyawarah untuk mufakat.

Kebudayaan bangsa dalam era globalisasi masyarakat mengalami
perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Efek dari
perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan
mampu mengikut perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah

satunya ialah memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan



keputusan. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan

pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat.

Rakyat Indonesia secara tidak langsung seharusnya melaksanakan
musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal tersebut sejalan dengan isi Sila
Keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Musyawarah untuk
mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang
terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya
musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan
kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Ketiadaan musyawarah dalam
menyelesaikan masalah dapat dikatakan memudarnya ciri khas dari bangsa 4
Indonesia. Kesesuaian akan hukum tersebut tidak lagi digunakan dan bukan

menjadi budaya oleh kelompok tertentu saat ini.

Musyawarah terjadi di mana saja, yaitu di negara, provinsi dan
kota, bahkan terjadi di ruang lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Desa
merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga
yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak
sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang
dimaksud yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).! BPD merupakan mitra

pemerintah yang solid dalam membangun dan menyejahterakan rakyat.

1 “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”. Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang No.
6 Tahun 2014 tentang Desa.



Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan
dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi,

terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).?

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-
usul budaya masyarakat setempat, yaitu: (1) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan desa harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa
memiliki turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai
warga desa, (2) Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan
mengurus masyarakat setempat didasari pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang
terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan oleh administratif desa, (3)
Demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa harus menampung
aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan
melalui BPD sebagai mitra Pemerintah desa, (4) Pemberdayaan masyarakat, artinya
penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai

dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah
proses demokratisasi, dari yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat
ini berproses dari bawah yakni desa itu sendiri. Perubahan paradigma baru tersebut

mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta

2 “peraturan Desa (Perdes) adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi
sosial, politik, budaya masyarakat desa setempat”. Pasal 1 Poin 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014



wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri,® sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD
1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan

bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.*

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa tidak lagi
merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi Bawahan Daerah melainkan menjadi
Daerah Mandiri, di mana Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat

adil, makmur dan sejahtera.®

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa ini,
kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD
merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa.
Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan
peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan
mengawasi pemerintah desa. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung
antara kepala desa dan masyarakat desa. BPD juga mempunyai tugas utama, Yyaitu

menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa

3 HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh, (Jakarta: raja Grafindo
Persada, 2004), him. 1.

4 pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5 Konsideran Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa



dan tokoh masyarakat.® Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah
desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa,
bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD vyaitu
Musyawarah Desa juga atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis ’

Tak terkecuali peran dari BPD yang diharapkan menjadi lebih nyata sebagai
lembaga parlemen di desa yang memiliki tugas utama untuk melakukan musyawarah mufakat
dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di desa. Musyawarah mufakat
merupakan cerminan adat-istiadat masyarakat di Indonesia yang selalu dipegang teguh dalam
setiap pengambilan keputusan. “Musyawarah” merupakan proses, sedangkan “mufakat” adalah
hasil.® Jika pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah yang dilaksanakan secara
arif, adil dan bijaksana, maka hasilnya adalah mufakat. Salah satunya yaitu di Desa Kertawangi
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat di desa ini masih menjunjung tinggi
kerukunan dan jiwa kebersamaan antar warganya, sehingga setiap pengambilan keputusan
selalu menggunakan musyawarah untuk mufakat. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan
penelitian di Desa tersebut yang didasari pada alasan adanya hubungan sosial masyarakatnya
yang masih erat. Tidak seperti parlemen di tingkat pusat, ketika musyawarah mufakat tidak

tercapai, jalan terakhir yang ditempuh adalah voting.

6 Sadu Wasistiono dan M. Irawan Thahir, Prospek Pengembangan Desa, Bandung: Fokus Media, 2007), him.
35.

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa

8 Ali Fauzan, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari
Kabupaten Brebes”. Desertasi Program Pascasarjana UNDIP Semarang. 2010, him. 17.



Musyawarah berbeda dengan voting dalam demokrasi yang berpegang pada rumus
setengah (50%) plus satu, atau mayoritas, yang berakhir dengan kekalahan satu pihak dan
kemenangan bagi pihak lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah persaudaraan yang
dilandasi keimanan pada Tuhan, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan kemenangan
satu pihak melainkan pihak orang banyak. Selain itu dalam musyawarah yang diperhatikan
bukan siapa yang berbicara melainkan ide, gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.® Jadi

tidak ada diskriminasi dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat.

Pasca berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa ini memunculkan
beberapa problematika di kalangan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya karena
mengalami penambahan. Padahal BPD merupakan lembaga yang diberi mandat untuk
mewujudkan masyarakat yang demokrasi pada lingkup terkecil dari NKRI, yaitu Desa sehingga
BPD harus memahami tupoksinya tersebut. Salah satunya yang tercantum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.’® Namun dalam realitanya
pelaksanaan tugas dan fungsi desa kurang berjalan, apakah faktor sumber daya manusia? Atau
faktor lembaga desa yang tidak menjalankan: wewenangnya sesuai Undang-Undang atau
memang ada hal lain yang mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan sehingga peraturan
tugas dan fungsi tidak berjalan dengan baik. Yang seharusnya tugas dan fungsi itu terlaksana
pada setiap tahunnya, namun tidak berjalan pada semestinya. Padahal tugas dan fungsi itu

sangat menunjang terhadap kemajuan sebuah desa. Urgensi legislasi ditingkat desa kurang

9Muhammad Nur, “Negara Dalam Islam” dalam Jurnal Inright, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, him. 7.
10 peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 17 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 9



menjadi perhatian yang serius. Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam, proses serta
kendala Badan Permusyawaratan Desa. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti
implementasi tugas dan fungsi BPD pasca berlakunya UU Desa dilihat dari prinsip Syura yang
berfokus pada prinsip pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Dimana studi
kasus akan dilakukan pada BPD Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung

Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan

masalah , yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Kertawangi Kecamatan

Cisarua Kabupaten Bandung Barat?

2. Bagaimana proses pembuatan Peraturan Desa (Perdes) oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan aparat di desa?

3. Apakah faktor yang mempengaruhi relevansi antara pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dengan prinsip Syura’ dalam dalam siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat

2. Menjelaskan prinsip Syura’ yang terdapat dalam Qur’an, Hadits, dan Qawaid



3. Menjelaskan kesesuaian antara tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dengan prinsip Syura’ dalam musyawarah mufakat

. Manfaat Penelitan

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota BPD untuk
mengetahui apa saja tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD setelah diberlakukannya UU
Desa dengan melihat prinsip Syura’ dalam pengambilan keputusan (mufakat) dalam
musyawarah. Sedangkan secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di
tingkat desa, mereka juga memiliki lembaga desa yang berfungsi sebagai jembatan yang
menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa, dimana aspirasi masyarakat dapat

tersalurkan melalui lembaga ini, sehingga terwujudlah nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.

. Kerangka Pemikiran

Negara dalam pandangan /Islam adalah' negara yang menerapkan nilai-nilai
keislaman. Islam tidak mewajibkan sebuah negara menerapkan Islam itu sendiri sebagai
ideologinya, sehingga negara tersebut disebut dengan negara Islam. Imam Al-Ghazali dalam
kitabnya berpendapat bahwa “Allah SWT akan menolong sebuah negara yang dipimpin oleh
pemimpin yang adil meskipun ia kafir. Dan Allah SWT akan memberikan azab kepada
pemimpin yang muslim karena ia dzalim.!* Artinya bahwa suatu negara ketika dipimpin oleh

pemimpin yang meskipun dia beragama islam belum tentu negara tersebut akan aman, tentram,

11 Abu Hamid Al-Ghazali, At-Tibral-Masbuk fi Nashihah al-Muluk, (Mesir: Dar al-Fikr, 1975) him. 49.



damai, makmur, dan sejahtera ketika pemimpinnya tersebut tidak mampu berlaku adil dalam

memimpin negaranya tersebut.

Penelitian ini menjadi salah satu acuan penulis menggunakan prinsip Syura’
sebagai analisis untuk melihat bagaimana tugas dan fungsi BPD Desa Kertawangi Kecamatan
Cisarua Kecamatan Bandung Barat dalam membuat dan menghasilkan keputusan (musyawarah

mufakat).
Konsepsi Prinsip Syura’

Konsep Syura’ tentu dalam kontek prinsip kenegaraan Islam sangat terkait erat dengan
upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengayomi kehidupan umat menuju
kemaslahatan bersama (al-maslahat al-ammah). Imam as-Subki mengemukakan bahwa
hubungan pemimpin dan rakyat dalam sistem pemerintahan adalah berdasarkan keadilan,
persamaan dan mendahulukan suatu perkara yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat umum,
yang semuanya itu adalah landasan dari sebuah kemaslahatan.'> Dalam mewujudkan prinsip
tersebut, tentu dibutuhkan sarana atau cara untuk menjembataninya, yang dalam Islam dapat
dimuwudkan dalam musyawarah (syura’). Konsep syura termasuk dalam prinsip-prinsip dasar
berkaitan dengan negara dan pemerintahan (as-siyasah asy-syar’iyah) serta hubungannya
dengan kepentingan rakyat.™®> Konsep ini meliputi tiga aspek utama, yaitu: 1) Dusturiyyah (tata
negara), yang meliputi aturan pemerintah, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu

pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan negara; 2)

12 jmam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu’, Dar al-Fikr,
Beirut, 1995 M/1415 H, hal, 84-85

13 As-Siyasah asy-Syar’iyyah (llmu Politik Hukum Islam) adalah ilmu yang membahas tentang undang-
undang dan sistem pemerintahan islam yang sesuai dengan dasar-dasar Islam meskipun tidak ada dalil khusus
yang mengaturnya, Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, Terj. Zainuddin Adnan, Cet-1, Tiara Wacana,
Yogyakarta, 1994, hal. viii
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Kharijiyyah (luar negeri), meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang
mendasar hubungan ini dan aturan berkenaan dengan perang dan perdamaian; dan 3) Maliyyah

(harta). Meliputi sumber-sumber keuangan dan pembelanjaan negara

Syura menjadi sebuah landasan dalam memutuskan sebuah masalah. Syura’ tidak
dilakukan pada semua hal, tapi lebih pada hal-hal yang bersifat keduniaan karena dalam
masalah agidah dan hukum agama maka Nabi Muhammad sebagai yang dijaga dari kesalahan
(ma’sum) menjadi rujukan langsung bagi umat Islam. Saat itu Rasulullah SAW, masuk
bertempur dalam peperangan Uhud berdasarkan pendapat para sahabat. Para sahabat memberi
pendapat supaya ke luar menentang orrang-orang Quraisy di luar Madinah sedang beliau sendiri
berpendapat lebih baik bertahan di Madinah. Setelah terjadi peperangan ternyata pendapat
Rasulullah SAW itulah yang benar dan pendapat para sahabat yang diikuti itu ternyata salah,
namun demikian bertujuan supaya bermusyawarah dengan mereka dalam semua masalah yang
perlu dimusyawarahkan. Jadi jelaslah di sini bahwa prinsip Syura’ adalah merupakan salah satu
prinsip dasar politik Islam dan merupakan salah satu nilai Islam yang tinggi agar umat

mengamalkannya. 4

Al-Qur’an hanya merekomendasikan musyawarah sebagai metode dalam pengambilan
keputusan. Di dalam al-Qur’an surat al-Syura/42; 38 Allah memuji orang-orang yang beriman
yang menjadikan syura’ sebagai suatu sifat kepribadian mereka. Tugas mereka adalah
bermusyawarah di antara sesama mereka dalam mencari penyelesaian terhadap setiap persoalan

menimpa mereka.

14 Asad, State, h. 55; Muhammad S. El-Awa, On the Political System of the Islamic State, (Indiana: American
Trust Publication, 1980), h. 87.
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QS. al-Syura/42:38 tersebut berbunyi:

o

OrsRi AR5 La s a5 (553 2 a5 B3I 1 52080 5 agd 51 ) slait Gl 5
“Dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan

sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka”

Penjelasan ayat di atas menggambarkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut
kepentingan umum selalu dimusyawarahkan oleh Nabi dengan para sahabat. Tidak mengacu

pada ayat diatas, dalam hadits nya Rasulullah pun bersabda kepada Abu Bakr dan Umar:

X4

1,5.““;1-;3:)‘9:;;‘;1,&0 ,f.i\‘sx

Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah), maka aku tidak akan

bertentangan dengan kalian berdua. (HR Ahmad) 1°
Ayat dan hadits yang berhubungan dengan-musyawarah ini menunjukkan suatu perintah
bahwa bahwa musyawarah merupakan kewajiban hukum bagi kaum muslimin dan dasar

pemerintahan. *’

15 Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Syaamil Al-Quran
Terjemah Per-Kata, Syaamil International, 2007
16 Nama kitab: Terjemah Musnad Ahmad
Judul asal yang populer: Musnad Ahmad (el xiu)
Judul lengkap: Musnad Al-iImam Ahmad bin Hanbal (Jduis ¢ 2eal aleY) i)
Penyusun: Ahmad bin Hanbal
Nama lengkap: Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Dzahli ( Jiis (2 3ass (5 2eal alll a5l
ol i),
Lahir: 164 H/ 780 M

7 Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam, Peneribit LKIS, Yogyakarta 2010, hal.
160.
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Salah satu dasar hukum yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyaratan Desa yakni tentang pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Permusyawaran Desa mengawasi jalannya pemerintahan di desa. Ada
beberapa unsur terpenting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa yakni sebagai berikut:

Gambar 1.1

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun 2016

Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa

Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Prinsip Syura)

Sesuai penjelasan diatas penulis ingin mengaitkan dengan penelitian, bahwa kepala desa
memiliki kekuasaan di wilayah kerjanya agar di dalam pengambilan keputusannya kepala desa
tidak sewenang-wenang, maka diperlukan peran dari lembaga lain yang berfungsi sebagai
pengawas dan penyeimbang dalam setiap pengambilan keputusan dan peraturan desa. Oleh
sebab itu, peran dari BPD sangat dibutuhkan untuk melakukan musyawarah hingga tercapai
kata mufakat agar keputusan-keputusan yang diambil berdampak positif kepada seluruh

masyarakat luas

F. Langkah-langkah Penelitian
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A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan. Dimana data yang
dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan.
Selain itu data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal,
artikel dan data-data dari arsip Desa yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam

tulisan ini.

B. Sumber Data
a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait,
yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan kiprah BPD dalam

mewujudkan masyarakat yang demokrasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari literatur-literatur seperti undang-undang, yaitu
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes, yaitu Permendes No 2
Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa, Qur’an, hadits kemudian dari buku, jurnal,

artikel, skripsi dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. Metode Penelitian
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Metode penelitian ini menggunakan studi deduktif. Metode ini digunakan untuk
melakukan penelitian yang bersifat objektif, dalam hal ini mengungkap tentang
Implementasi Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura’

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan
observasi terlebih dahulu ke lokasi, yaitu di Desa Kertawangi kecamatan Cisarua
Kabupaten Bandung Barat mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta

kiprahnya dalam mewujudkan masyarakat yang demokrasi.
b. Wawancara (Interview)

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung
pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak-pihak tersebut
yaitu: Ketua BPD serta para anggotanya, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan
masyarakat setempat yang merasakan langsung dampak dari adanya lembaga BPD

tersebut.

¢. Dokumentasi
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Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau
variable yang berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan saat
pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip BPD dan/atau

Desa yang relevan dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengkordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan
sintesa, menyusun ke dalam pola, menilik mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Setelah data penelitian didapatkan, maka data tersebut diolah dan kemudian
diklasifikasikan secara sistemastis dan logis, barulah kemudian dianalisis secara
komprehensif dengan menggunakan prinsip Syura’. Sehingga dapat dilihat bagaimana
nilai-nilai dalam prinsip Syura’ yang menjelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi
BPD Desa Kertawangi tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan penelitian ini dapat
memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang
diteliti tersebut. Analisis seperti ini sering disebut juga pendekatan deduktif dimana

analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus



